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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 104 

Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

104 Tahun 2021, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa 

sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, dan/atau selisih nilai 

alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi fisik, ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Dengan adanya perubahan kebijakan syarat penerima dana alokasi 

khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, 

mengakibatkan perubahan data penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan 

operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan 

operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2022. 

 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 

No.166, TLN No.4916), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), 

Perpres No.104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.260) sebagaimana telah diubah 

dengan Perpres No.98 tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.149), Permenkeu RI 

118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031), Permenkeu RI 119/PMK.07/2022 

(BN Tahun 2021 No.1032). 

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2022, dilakukan 

perubahan atas rincian DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022, berupa perubahan 

rincian Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan. Untuk daerah yang baru 

mendapatkan alokasi Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan, 

penyaluran tahap I tidak dilakukan dan penyaluran tahap II dilakukan sekaligus  

paling tinggi sebesar pagu alokasi. Dalam hal daerah mengalami kenaikan atau 

penurunan pagu alokasi Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan, 

penyaluran tahap I dilakukan sebesar 50% dari pagu alokasi semula dan 

penyaluran tahap II dilakukan paling tinggi sebesar pagu alokasi berdasarkan 

Peraturan Menteri ini dikurangi penyaluran tahap I. Dalam hal pagu alokasi Dana 

BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan lebih kecil atau sama dengan 50% 

dari pagu semula, penyaluran tahap I dilakukan sebesar 50% dari alokasi 

berdasarkan Peraturan Menteri ini dan penyaluran tahap II dilakukan paling 



tinggi sebesar pagu alokasi berdasarkan Peraturan Menteri ini dikurangi 

penyaluran tahap I. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022 dan diundangkan 

pada tanggal 22 Juli 2022 

 


